
AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP

1 SEKRETARIAT DPRD Memorandum dan Disposisi Pimpinan

UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan 

pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan 

dengan rahasia jabatan

30 Tahun
Menghambat proses pengambilan 

keputusan/ kebijakan

Mengamankan proses pengambilan 

keputusan/kebijakan

2 SEKRETARIAT DPRD 

Semua data, surat-surat, laporan, 

penelitian, dan dokumen lainnya yang 

masih dalam proses dan belum dikuasai 

atau didokumentasikan

• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 

dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang 

berkaitan dengan rahasia jabatan • UU 

No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan

30 Tahun
Menghambat proses pengambilan 

keputusan/ kebijakan

Mengamankan proses pengambilan 

keputusan/kebijakan

3 SEKRETARIAT DPRD 

Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo 

Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, 

terbatas, berdasarkan peraturan 

perundangundangan yang terkait dan 

aturan pelaksanaannya.

• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 

dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang 

berkaitan dengan rahasia jabatan • UU 

No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan

30 Tahun
Menghambat proses pengambilan 

keputusan/ kebijakan

Mengamankan proses pengambilan 

keputusan/kebijakan

4 SEKRETARIAT DPRD 

Data kesehatan, keluarga, rekening, 

tabungan, pinjaman pegawai, hak 

kekayaan pribadi yang menurut peratuan 

tidak wajib untuk dibuka atau yang belum 

diverifikasi KPK untuk dibuka

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 

17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-

hak pribadi

30 Tahun
Menghambat proses pengambilan 

keputusan/ kebijakan

Mengamankan proses pengambilan 

keputusan/kebijakan

5 SEKRETARIAT DPRD 

Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Banmus, 

Badan Kehormatan, Bapemperda, 

Banggar, Komisi, Ragapim)

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik pasal 6
30 Tahun

Menghambat proses pengambilan 

keputusan/ kebijakan

Mengamankan proses pengambilan 

keputusan/kebijakan

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

PADA OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO. SUMBER INFORMASI KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM BATAS WAKTU PENGECUALIAN
KONSEKUENSI


